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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENYIARAN SIMULCAST 

DALAM RANGKA PERSIAPAN MIGRASI SISTEM PENYIARAN 

TELEVISI ANALOG KE SISTEM PENYIARAN TELEVISI DIGITAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran 

saat ini, Indonesia harus segera melakukan migrasi 

sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran 

televisi digital; 

b. bahwa untuk melaksanakan sistem penyiaran televisi 

digital perlu dilakukan persiapan migrasi sistem 

penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi 

digital; 

c. bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang 

Politik Hukum dan Keamanan Nomor B-

257/KI.00.00/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan 

Nomor B-101/KI.00.01/4/2019 tanggal 24 April 2019, 

serta surat Jaksa Agung Nomor B-004/A/Gtn.2/01/2018 

tanggal 5 Januari 2018, pada pokoknya mendukung 

proses pelaksanaan migrasi sistem penyiaran televisi 

analog ke sistem penyiaran televisi digital;  
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d. bahwa sistem penyiaran televisi secara digital di 

Indonesia merupakan kebijakan nasional yang harus 

memperhatikan komitmen antara negara-negara ASEAN 

dalam menjalankan rekomendasi dari International 

Telecommunication Union (ITU); 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast 

Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran 

Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4485); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4566);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
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Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4567);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5749);    

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran 

Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak 

Berbayar (Free-to Air) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 217); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi 

Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui 

Sistem Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1578) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara 

Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem 

Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1175);  

11. Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor 

6 Tahun 2018  tentang  Organisasi  dan  Tata   Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PELAKSANAAN PENYIARAN SIMULCAST DALAM 

RANGKA PERSIAPAN MIGRASI SISTEM PENYIARAN TELEVISI 

ANALOG KE SISTEM PENYIARAN TELEVISI DIGITAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk 

suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang 

berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif 

maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat 

penerima Siaran. 

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran 

melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi 

di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan 

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau 

media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 

bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

Siaran. 

3. Penyiaran secara bersamaan (simulcast) yang selanjutnya 

disebut Penyiaran Simulcast adalah penyelenggaraan 

pemancaran Siaran televisi analog dan Siaran televisi 

digital pada saat yang bersamaan. 

4. Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial 

adalah penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (free 

to air) dengan menggunakan teknologi digital yang 

dipancarkan secara terestrial melalui sarana 

multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima. 

5. Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial adalah 

penyiaran yang menggunakan infrastruktur penyiaran 

penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) dengan 

transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) 

saluran pada saat yang bersamaan. 
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6. Penyelenggaraan Siaran Digital adalah penyelenggaraan 

penyiaran televisi yang siarannya disalurkan melalui 

Penyelenggara Multipleksing. 

7. Penyelenggara yang Menyelenggarakan Penyiaran Televisi 

Secara Digital Melalui Sistem Terestrial yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara Siaran Digital adalah Lembaga 

Penyiaran yang Siarannya disalurkan melalui 

penyelenggara multipleksing. 

8. Penyelenggaraan Multipleksing adalah penyaluran 

program siaran dari Penyelenggara Siaran Digital melalui 

infrastruktur penyiaran yang dimiliki oleh Penyelenggara 

Multipleksing. 

9. Penyelenggara yang Menyelenggarakan Penyiaran 

Multipleksing Melalui Sistem Terestrial yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara Multipleksing adalah Lembaga 

Penyiaran yang memiliki infrastruktur penyiaran untuk 

menyalurkan program Siaran dari penyelenggara Siaran 

digital. 

10. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik 

Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik 

Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga 

Penyiaran Komunitas. 

11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

yang selanjutnya disingkat LPP TVRI adalah Lembaga 

Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan 

penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak 

komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk 

kepentingan masyarakat. 

12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya 

disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah 

daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, 

bersifat independen, netral, tidak komersial, dan 

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan 

masyarakat yang Siarannya berjaringan dengan LPP 

TVRI. 
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